




BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. TINJAUAN TEORI  
1. Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Berbicara mengenai pengertian pajak, banyak beberapa ahli yang 
mengemukakan pendapatannya. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai 
pajak seperti yang dikutip oleh Zain (2007:10) mengemukakan tiga definisi yaitu : 
Menurut Prof.Dr.P.J.A.Adriani mewakili Eropa , pajak adalah : 
Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan . 
 
Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH adalah : 
Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang dingunakan untuk membayar 
pengeluaran umum.  
 
Yang kemudian dikoreksi kembali dengan bunyi sebagai berikut: 
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rajyat kepada Kas Negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dingunakan untuk 






Selanjutnya Sommerfeld dan kawan-kawannya mewakili Amerika Serikat 
mendefenisikan pajak sebagai berikut:  
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 
mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 
dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan .  
 
Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah: 
1. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar 
oleh rakyat . 
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan.  
3. Tidak ada kontraprestasi langsung oleh pemerintah pada saat pembayaran 
pajak. 
4. Pajak diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 
yang atas  pemasukannya masih terdapat surplus, akan dipergunakan untuk 
membiayai public investment.  
b. Fungsi dan Peran Pajak 
Pengenaan pajak tentunya pasti memiliki fungsi dan peran yang penting 
dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut adalah fungsi dan peran pajak 
yaitu : 
1. Sebagai sumber penerimaan negara (budgetair) 
 Fungsi ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari rakyat dimasukkan 
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena pajak 
merupakan sumber penerimaan dalam negeri.  
2. Fungsi mengatur 
Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak merupakan negara (pemerintah) 
dalam mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini akan 





a. Pajak dapat melindungi produk dalam negeri bisa bersaing dengan 
barang-barang dari luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan 
menerapkan pajak yang tinggi atas produk impor akibatnya harga 
produk dalam negeri lebih murah daripada produk impor sehingga 
kelangsungan produksi barang dan jasa dalam negeri terjaga. 
Sementara dampak lain atas kebijakan tersebut, yakni (1) tidak ada 
PHK dan menyerap tenaga kerja, (2) meningkatkan pendapatan 
perkapita sehingga daya beli rakyat meningkat, dan (3) pajak dalam 
negeri yang dipungut dari rakyat dapat ditingkatkan.  
b. Kebijakan pajak dapat dingunakan untuk meningkatkan investasi 
dalam negeri dengan cara pemberian insentif pajak kepada para 
investor dalam negeri atau luar negeri. Insentif pajak adalah 
memberikan pembebasan/ keringanan/ penundaan pembayaran pajak 
selama periode tertentu. Kebijakan ini akan menyerap tenaga kerja 
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi .  
c. Kebijakan pajak dapat dingunakan untuk menekan budaya 
masyarakat yang tidak baik, misalnya untuk menekan perilaku 
bermabuk-mabukan maka diberlakukan peraturan tarif pajak yang 
tinggi terhadap minum-minuman keras yang mengandung alkohol, 
akibatnya harga minuman tersebut menjadi mahal dan tidak semua 
orang dapat membeli sehingga budaya bermabuk-mabukan dapat 
dikurangi.  (Setyawan dan Suprapti, 2006 : 2-3) 
.  
Selain fungsi di atas pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk 
menentukan politik ekonomi. Tidak ada satupun negara di dunia ini menghendaki 
kehidupan masyarakatnya merosot artinya pajak dingunakan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan melalui penerapan peraturan untuk menjalankan roda 
perekonomian agar kesejahteraan masyarakat meningkat (Tjahjono dan Husein, 
2000:6) 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam melakukan pemungutan pajak, di Indonesia dikenal beberapa 







1. Official Assessment System 
Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang 
aparatur perpajakan menetukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak 
yang terutang.  
Dalam sistem ini insitatif dan kegiatan dalam menghitung dan 
pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan, 
  Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik 
kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan. 
2.   Self Assesment System 
Self assesment system suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan 
pajakdiletakkkan kepada aktivitas masyrakat sendiri, yang wajib pajak 
diberi kepercayaan untuk. 
a. menghitung sendiri pajak yang terutang 
b. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 
c. membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar 
d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 
      ciri-ciri sistem self assessment adalah 
a. adanya kepastian hukum 
b. sederhana perhitungannya 
c. mudah pelaksanaannya 
d. lebih adil dan merata 
e. penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak 
3.  With Holding System 
  With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang   
penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak 
dilakukan oleh pihak ketiga. (Marsyahrul, 2005: 9-10)  
  
d. Prinsip Pemungutan Pajak 
Dalam mencapai tujuan pemungutan pajak maka diperlukan prinsip 
dalam melakukan pemungutan yang mengacu pada. Berikut prinsip-prinsip 
pemungutan pajak: 
1. Asas falsafah hukum 
 Falsafah hukum adalah keadilan, artinya pemungutan pajak kepada rakyat 
harus adil dan merata sesuai dengan kemampuan rakyat untuk membayar 
pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.  
2. Asas yuridis 
 Asas ini menganjurkan agar pemungutan pajak berdasarkan hukum 
(undang-undang) sehingga ada kepastiaan tentang bagaimana prosedur dan 





kapan pajak dibayar, dan siapa saja yang harus membayar pajak sehingga 
tidak ada yang saling dirugikan dalam pemunguta pajak. Untuk itu, 
pemerintah bersama rakyat menciptakan undang-undang pajak.  
3. Asas ketepatan 
 Dalam pemungutan pajak sebaiknya negara memperhatikan saat-saat wajib 
pajak tidak mengalami kesulitan membayar pajak, misalnya pajak 
dipungut pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan 
4. Asas ekonomi 
 Agar tidak menganggu tingkat produktivitas rakyat, maka besarnya pajak 
yang ditanggung oleh rakyat harus sesuai dengan kemampuan ekonomi 
rakyat. Jangan sampai pembebenan pajak kepada rakyat dapat menurunkan 
tingkat produktivitas rakyat dalam kegiatan ekonomi.  
5. Asas efisiensi 
 Pemungutan pajak harus efektif dan efisien, artinya pemungutan pajak 
harus tepat sasaran dan hasil perolehan pajak harusjauh lebih besar 
daripada biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan. (Setywan dan 
Suprapti, 2006:3-4)  
 
Selain dari keempat hal tersebut, prinsip-prinsip perpajakan dapat juga di 
bagi menjadi lima bagian, yaitu :  
1. Prinsip keadilan dan pemerataan 
 Sistem perpajakan yang adil ialah adanya perlakuan yang sama terhadap 
orang atau badan dalam situasi ekonomi yang sama (horizontal equity) dan 
memberikan perlakukan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan 
yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (vertical equity). 
Keadilan dalam perpajakan menghendaki penerapan suatu standar yang 
berpegang kepada kebebasan atau ketentuan khusus dan tidak memihak 
misalnya standar dalam menetapka tarif atas pajak penghasilan, maka dari 
itu keadilan ditafsirkan sebagai keharusan adanya pajak progresif. 
2. Efisiensi ekonomik 
 Sistem perpajakan yang efisien adalah sistem perpajakan yang dapat 
mengumpulkan uang pajak tanpa menyebabkan seseorang mengubah 
perilaku ekonomi sebagai akibat pemungutan pajak yang dikenakan. 
3. Efisiensi fiskal 
 Suatu sistem perpajakan dikatakan baik apabila administrasinya maupun 
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh para wajib pajak, dilaksanakan 
dengan biaya yang sekecil mungkin di satu pihak, dan penerimaan pajak 
yang cukup besar di lain pihak. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi 
pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap 
efisien untuk dilaksanakan, apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak 







4. Kesederhanaan  
 Sistem perpajakan yang baik harus membentuk karakteristik 
kesederhanaan. Sederhana berarti ketentuan peraturan perundang-
undangannya  tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. 
5. Kepastiaan hukum 
 Ketentuan peraturan undang-undang  perpajakan sangat kompleks dan 
tidak akurat dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga 
menimbulkan ketidakpastiaan hukum. Untuk menagani masalah seperti ini 
dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat edaran dari instansi pajak 
yang dapat berupa petunjuk pelaksaannya (Zain, 2007:25)   
e. Pajak Sebagai Sumber Penerimaan  
Pemerintah memiliki beberapa fungsi untuk menjalankan roda 
perekonomian negara yaitu fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi 
penghasilan dan kekayaan kepada masyrakat, stabilisasi perekonomian, dan 
regulasi. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pajak memiliki peranan 
penting dalam melaksanakan fungsi negara sehingga fungsi pajak dapat dibagi 
dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend (Rosdiana, 2005).  
Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam 
mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang mengandung berbagai sasaran 
sebagai berikut :  
1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah, 
2. Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas      
penghasilan (vertical equity) dan secara merata bagi masyarakat yang 
bepenghasilan sama (horizontal equity), 
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan 
kesempatan kerja (Zain, 2007:6) 
 
Selain ketiga hal tersebut, hasil penerimaan pajak tersebut dapat juga 
dimanfaatkan sebagai berikut : 
1. Pajak sebagai salah satu penerimaan negara 
 Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan 
biaya. Biaya tersebut antara lain, diperoleh dari penerimaan pajak. 





pemeliharaan yang biayanya berasal dari penerimaan pajak, sedangkan 
pengeluaran pembangunan bersumber dari tabungan pemerintah, yaitu 
penerimaan dalam negeri yang dikurangi pengeluaran-pengeluaran rutin. 
 Tabungan pemerintah tersebut setiap tahun meningkat sesuai dengan 
kebutuhan pembiayaan pembangunan 
 Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan migas dan nonmigas. 
Penerimaan nonmigas sebagian besar merupakan penerimaan yang 
bersumber dari penerimaan pajak. 
2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan 
 Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan 
pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. 
 Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan 
dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terutama dinikmati 
oleh masyrakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana 
peribadatan, pendidikan, transportasi, kesehatan, perhubungan, dan 
pertahanan. 
 Peran pajak sebagai alat pemerataan pendapatan ini sangat penting untuk 
menegakkan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam trilogy 
pembangunan. 
3. Pajak merupakan salah satu untuk mendorong  
 Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak bugetair apabila masih 
ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai untuk tabungan 
pemerintah. ( Marsyahrul, 2005: 13-14)  
 
Berdasarkan sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan 
negara yang dingunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju 
kesejahteraan dan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat ( 
Waluyo, 2011: 03). Kemudian, Widodo dan Djefris (2008:05) dalam bukunya 
menyatakan dalam hal pengenaan pajak, negara memaksa unit-unit ekonomi 
mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak. Hasil pembayaran 
pajak unit ekonomi individual dan korporasi diterima pemerintah sebagai 
penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). 





barang dan jasa public (public goods and public service) yang tidak dapat 
dipenuhi oleh masyarakat secara terpisah (private goods). 
Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak 
merupakan penopang ekonomi Indonesia, selain minyak dan gas bumi , pajak juga 
menjadi primadona penerimaan negara. Penerimaan dari pajak tersebut 
dingunakan untuk kepentingan bersama melalui pelayanan yang diberikan 
pemerintah, maka dari itu pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara 
dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdasarkan laporan dari kementerian 
keuangan pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami peningkatan setiap 
tahunnya selama lima tahun terakhir yang ditunjukkan melalui grafik berikut. 
 
Gambar. 1 Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014 (dalam milyar rupiah) 
 
Untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak maka dibutuhkan 





maupun intensifikasi pajak semaksimal mungkin. Dari informasi yang diperoleh 
RAPBN 2015 mencatat, rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan dari tahun 
2010-2013 selalu diatas 16% sedangkan target penerimaan tahun 2014 mengalami 
pertumbuhan sebesar 15,66%, untuk tahun 2015 pemerintah tidak memasang 
target yang tinggi penerimaan pajak. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, target penerimaan 
negara dari sektor perpajakan adalah sebesar Rp 1.370,83 triluan. Angka ini hanya 
naik 10,01 dari target tahun 2014, hal ini mengindikasikan bahwa target 
penerimaan pajak sangat jauh dibawah rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun 
(www.ortax.com,2014).  
Dalam sistem perpajakan saat ini yang menuntut Wajib Pajak besifat 
aktif, peningkatkan kepatuhan kewajiban pajak adalah cara yang optimal dalam 
meningkatkan penerimaan pajak.  Berdasarkan jurnal Nasution, salah satu langkah 
untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan membuat kebijakan seperti 
penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan baru di bidang perpajakan, 
serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-
sumber pajak lain (Nasution, 2003:60). Melalui kebijakan-kebijakan tersebut 
diharapkan potensi-potensi pajak dapat terjaring sehingga penerimaan pajak dapat 
meningkatkan.  
2. Pemeriksaan Pajak 
a. Pemeriksaan Pajak dan Dasar Hukum 
Salah satu keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan ketentuan 





pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2008: 50).  
Berdasarkan pengertian tersebut maka sasaran pemeriksaan pajak adalah 
untuk mencari adanya : 
1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar 
2. Kesalahan hitung 
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan 
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib 
Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2008: 
50-51) 
 
Pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan 
tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan WP dalam Surat 
Pemberitahuan (SPT) benar atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar 
menurut pemeriksa. Dalam Ketentuan Umum Perpajakan pasal 29, pemeriksa 
pajak diberikan wewenang, yaitu meminta kepada wajib pajak untuk : 
1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan 
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas wajib 
pajak, atau objek yang terutang pajak. 
2.  Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.  
4. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 





untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh 
permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Kecuali bank harus ada perintah 
tertulis dari Menteri Keuangan (hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU 
KUP). 
Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan sesuai 
dengan Pasal 30 UU KUP, jika WP tidak mengindahkan kewajiban pasal 29 ayat 
3. Dalam Pasal 39 UU KUP dinyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja 
menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, 
atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatatan, tidak memperlihatkan atau tidak 
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan denda pidana penjara paling 
lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang bayar.  
Untuk dapat lebih memahami hak serta kewajiban pemeriksa pajak, 
ketentuan-ketentuan pemeriksaan pajak diatur sebagai berikut : 
1. Tata cara pemeriksaan pajak: Pasal 31 UU KUP, Keputusan Menteri 
Keuangan No 545/KMK.04/2000, Jo PMK 123/PMK. 03/2006 
2. Tata cara penyegelan: Pasal 30 UU KUP, KEP-DJP No. 343/ PJ./2002 
3. Tata cara pemeriksaan sederhana kantor dan lapangan Kep-DJP No. 
741/PJ./2001 Jo PER-142/PJ./2005 
4. Tata cara pemeriksaan lapangan: Kep-DJP No. 722/PJ./2001.Jo. PER-
123/PJ./2006 
5. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan : Kep-DJP No.02/PJ.7/1990 Jo 
Kep 272/PJ./2002 






b. Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Menurut Suandy (2002:58) tujuan pemeriksaan dibagi dua, yaitu : 
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib 
Pajak. 
    Pemeriksaan dapat dilaksanakan dalam hal : 
a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak  
b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi 
c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada 
waktu yang telah ditetapkan 
d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang 
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak 
e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat 
Pemberitahuan tidak dipenuhi  
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
 Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka : 
a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan 
b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
c) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
d) Wajib Pajak mengajukan keberatan 
e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto 
f)   Pencocokan data dan atau alat keterangan  
g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 
h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai 
i)  Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
untuk tujuan lain selain angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 
(sembilan) 
c. Jenis-Jenis Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan 
Jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan dibagi atas tiga, yaitu :  
1. Pajak penghasilan (PPh)   
Resmi dalam bukunya (2003:80) mendefinisikan Pajak Penghasilan 
sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan 





      Sejalan dengan pengertian tersebut dalam Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Pasal 4 yang berbunyi : 
      Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajin Pajak 
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
 
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
      Yaitu pajak yang dikenakan atas impor barang atau penyerahan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean. Daerah pabean 
adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, 
perairan, dan ruang udara yang ada diatasnya.  
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
       Dikenakan sebagai tambahan pengenaan PPN atas impor atau 
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang sesuai 
ketentuan di dalam daerah pabean. 
d. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman 
pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan 
yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis yang 
diperiksa. Gunadi dalam bukunya membagi ruang lingkup pemeriksaan menjadi 
dua bagian yaitu:  
1. Pemeriksaan lengkap 
Pemeriksaan lengkap dilakukan ditempat wajib pajak yang meliputi 
seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik untuk tahun berjalan dan/atau 
tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik 





2. Pemeriksaan sederhana 
Pemeriksaan sederhana dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan sederhana di 
lapangan dan pemeriksaan sederhana di kantor. Pemeriksaan sederhana di 
lapangan meliputi seluruh jenis pajak dan/ atau tujuan lain baik tahun 
berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan 
menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang 
sederhana. (Gunadi, 2001: 52) 
Pada pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 
tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Ruang Lingkup 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 
meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau  beberapa 
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu 
maupun tahun berjalan. Sedangkan pada pasal 69 Ruang Lingkup pemeriksaan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan 
materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. 
e. Jenis Pemeriksaan  
Apabila dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, maka pemeriksaan pajak 
dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan, antara lain: 
1. Pemeriksaan rutin 
 Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan 
terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan 
kewajiban perpajakannya, antara lain: 
a. SPT tahunan PPh wajib pajak badan atau orang pribadi yang 
menyatakan lebih bayar  
b. SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang menyatakan rugi tetapi 
tidak lebih bayar 
c. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha; pekerjaan 
bebas; atau wajib pajak yang mengajukan permohonan pencabutan 





d. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan PPh, walaupun 
sudah dikirim surat teguran dan tidak mengajukan permohonan 
perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT yang kembali dari 
kantor pos dan wajib pajak yang termasuk kelompok non-efektif. 
e. Wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang 
pemenuhan kewajiban PPN-nya patut diduga tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya.  
f. Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk pemusatan tempat 
pajak (PPN) terutang. 
2. Pemeriksaan kriteria seleksi 
 Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau orang 
pribadi yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara 
komputerisasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur 
subjektifitas dalam menentukan pilihan wajib pajak yang akan diperiksa, 
karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel yang 
sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer.  
3. Pemeriksaan khusus 
 Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak 
sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan 
yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk memperoleh data 
atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya. Pemeriksaan ini sangat 
selektif, yang dilakukan terhadap 
a. Wajib pajak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan; 
b. Wajib pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, seperti 
melalui kotak pos; 
c. Wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal 
Pajak; 
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi 
 Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan 
atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib 
pajak domisili. Pemeriksaan terhadap wajib pajak lokasi dapat dilakukan 
dalam hal 
a. SPT tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT masa PPN menyatakan 
lebih bayar; 
b. SPT tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT masa PPN tidak 
disampaikan masing-masing selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahunan pajak; 
c. Adanya permintaan dari unit pelaksana pemeriksaan pajak (UP3) 
tempat wajib pajak domisili terdaftar dan atau berdasarkan usulan 
dari UP3 lokasi. 
5. Pemeriksaan tahun berjalan 
 Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak 
untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat 
dilakukan tehadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. 





terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang 
bersangkutan. 
6. Pemeriksaan bukti permulaan 
 Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan 
tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 
Dari hasil pemeriksaan jenis ini diharapkan penyimpangan, dalam hal 
tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan dapat semakin dicermati, di 
samping ada kemungkinan wajib pajak supaya menyadari resiko akan 
dihadapkan ke depan pengadilan, merupakan cerminan upaya penegakan 
hukum yang sungguh-sungguh akan diwujudkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak. 
7. Pemeriksaan terintegrasi 
 Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit 
pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa wajib pajak yang 
memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha, dan 
atau hubunga secara finansial.   
8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak 
 Pemeriksaan untuk tujuan penagihan adalah pemeriksaan yang dilakukan 
untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung 
pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya 
tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukan sesuai dengan 
undang-undang penagihan dengan surat paksa (Undang-Undang No 19 
Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 
Tahun 2000. 
9. Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang pindah tempat usahanya 
a. Menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban 
perpajakannya selama terdaftar di kantor pelayanan pajak yang lama. 
b. Wajib pajak pindah tempat terdaftarnya karena berubah status atau 
pindah alamat. 
c. Wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan 
usaha atau melakukan pekerjaan bebas, dalam tahun-tahun pajak 
yang belum pernah diperiksa. 
10. Pemeriksaan ulang 
a. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak sedang/ telah melakukan tindak 
pidana perpajakan. 
b. Terdapat data baru yang semula belum terungkap yang dapat 
mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang. 
c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak. 
11. Pemeriksaan pajak dan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pembayaran pajak 
 Pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang termasuk 
dalam kelompok wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dapat 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.  
 Pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang diberikan fasilitas 






a. Terdapat data baru dan data yang semula belum terungkap; atau 
b. Termasuk dalam daftar wajib pajak besar dan menengah yang 
terpilih untuk dilakukan pemeriksaan sesuai hasil kriteria seleksi; 
atau  
c. Terdapat instruksi pemeriksaan berdasarkan pertimbangan Direktur 
Jenderal Pajak. 
12. Pemeriksaan terhadap wajib pajak pada KPP WP Besar 
a. Diperiksa oleh KPP wajib pajak besar, kanwil wajib pajak besar dan 
kantor pusat Direktur Jenderal Pajak. 
b. Ruang lingkup pemeriksaannya PL(pemeriksaan lapangan), PSL 
(pemeriksaan sederhana lapangan), dan PSK(pemeriksaan sederhana 
kantor). 
c. Dapat diperiksa setiap tahun 
d. Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dilakukan oleh kanwil 
wajib pajak besar atau kantor pusat Direktur Jenderal Pajak. 
e. Adanya wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib 
pajak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak 
pada KPP wajib pajak besar. (Bwoga dkk, 2005: 17-23)  
f. Objek pemeriksaan  
Pada umumnya objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan 
(SPT) Tahunan dan/atau SPT masa beserta lampiran-lampirannya. SPT Tahunan 
adalah surat yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah 
surat yang dipergunakan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk 
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa 
pajak. Lampiran-lampiran dalam SPT meliputi Laporan Keuangan, Daftar 
Perhitungan Penyusutan/Amortisasi Fiskal, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-
lain (Priantara, 2000:33) 
Kebenaran dan kelengkapan dalam SPT memerlukan pengujian serta 
teknik-teknik pemeriksaan, sesuai dengan konsep audit pada umumnya, arah 
pemeriksaan adalah penelusuran ke belakang dari SPT dan laporan keuangan 





menyertai proses akuntansi akan diperiksa. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak 
akan menerapkan sebagian dari teknik audit yang berlaku pada umumnya yang 
lazim dingunakan oleh akuntan publik (Priantara, 2000:37).  
g. Tata Cara Pemeriksaan 
Menurut Suandy (2014: 214) tata cara pemeriksaan pajak adalah sebagai 
berikut: 
1. Dilakukan oleh seorang pemeriksa atau lebih. 
2. Bila wajib pajak atau kuasanya tidak ada, pemeriksaan ditunda dan 
tempatnya disegel. 
3. Bila wajib pajak atau kuasanya tidak memperlihatkan/meminjamkan 
buku, tidak mengizinkan memasuki tempat tertentu dan tidak 
memberikan keterangan yang diperlukan maka wajib pajak harus 
menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan (SP3). 
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang disetujui dibuatkan 
Laporan Pemeriksaan Pajak (LP2) dan diterbitkan surat ketetapan pajak 
dan surat tagihan pajak sejauh tidak ada tindakan penyidikan.  
5. Temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak disetujui seluruhnya oleh 
wajib pajak maka dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 
(PAHP) 
6. Laporan pemeriksaan akhir yang dibuat harus diberitahukan kepada 
wajib pajak, dengan tujuan: konsekuensi dalam sistem self assessment, 
bahan bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, bahan untuk wajib 
pajak melakukan penyesuaian pembukuan. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan pemeriksaan dapat bertempat di 
kantor pemeriksa pajak atau kantor wajib pajak, atau kantor lain atau pabrik atau 
tempat usaha atau tempat tempat tinggal atau tempat lainnya yang diduga ada 
kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau tempat 








3. Tinjauan mengenai Efisiensi 
a. Pengertian efisien 
Siagian (2011:20) mendefinisikan efisiensi sebagai pemanfaatan sumber 
daya, dana, sarana, dan prasarana yang minimum untuk menghasilkan barang atau 
jasa tertentu, baik dalam arti jumlah maupun mutunya. Sedangkan Syamsi 
(2004:4) mendefinisikan efisiensi sebagai perbandingan terbaik antara suatu hasil 
dengan usahanya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu :  
1. Hasil  
Suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika suatu usaha memberikan hasil 
yang maksimum. Maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil itu.  
2. Usaha 
Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai 
dengan usaha yang minimum.  
b. Prinsip berlakunya Efisiensi 
Dalam melaksanakan kegiatan, prinsip-prinsip efisiensi harus terpenuhi.  
Prinsip-prinsip efisiensi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 
1. Efisiensi harus dapat diukur 
Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah 
ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal, 
untuk selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau 
tidak. Batas ukuran normal untuk pengorbanan adalah pengorbanan 
maksimum, sedangkan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil 
minimum. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui 
apakah suatu cara kerja atau suatu kegiatan itu efisien atau tidak.  
2. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional 
Rasional artinya segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, 
masuk akal, logis, bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional, 
objektivitas pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh 
mungkin. 





  Kuantitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai hasil   
ditingkatkan tetapi kualitasnya rendah. Mutu harus tetap dijaga baik.  
4.  Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan 
Pelaksanaan operasionalnya dapat diusahakan seefisien mungkin, 
sehingga tidak terjadi pemborosan.  
5. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi 
yang bersangkutan  
Penerapannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia 
(SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain, yang dimiliki oleh organisasi yang 
bersangkutan sambil diusahakan peningkatannya. Pengukuran efisiensi 
hendaknya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dimilikinya, baik 
mengenai sumber daya manusianya, dananya, maupun fasilitasnya.  
6. Efisiensi itu ada tingkatannya 
 Secara sederhana dapat ditentukan penggolongan tingkat efisiensi, 
misalnya saja : 
a. Tidak efisien 
b. Kurang efisien 
c. Efisien 
d. Lebih efisien  
e. Paling efisien (optimal) 
 Selain kelima hal tersebut tingkat efisiensi dapat diukur dengan 
menggunakan angka persentase (%).(Syamsi, 2004:5) 
c. Efisiensi dari Segi Hasil 
Efisiensi dapat ditinjau dari dua hal salah satunya adalah dari segi hasil. 
Efisiensi dari segi hasil yaitu hasil minimum ditetapkan terlebih dahulu. 
Kemudian pengorbanan maksimalnya juga ditetapkan. Jika pengorbanan lebih 
sedikit daripada yang ditetapkan, maka dapat dikatakan efisien, tetapi jika 
pengorbanan lebih banyak maka dikatakan tidak efisien (Syamsi, 2004:6). 
d. Efisiensi dari segi Pengorbanan 
Efiensi ditinjau dari segi pengorbanan yaitu dengan menetapkan 
pengorbanan, kemudian ditetapkan hasil minimum yang harus dicapai. Kalau hasil 
yang dicapai itu dibawah hasil minimum, cara kerjanya termasuk tidak efisien. 





Tetapi kalau hasil yang dicapai lebih dari hasil minimum, maka dapat termasuk 
efisien (Syamsi, 2004:7). 
e. Efisiensi dari Sudut Pajak 
Berdasarkan sudut pandang pajak, Rosdiana mengemukakan dalam 
bukunya bahwa asas efisiensi dapat dilihat dari  dua sisi yaitu dari sisi fiskus dan 
juga dari sisi wajib pajak (Rosdiana, 2005:136), dimana penelitian ini membahas 
mengenai efisiensi pemeriksaan yang dilihat dari sisi fiskus, yang dalam 
melaksanakan pemeriksaan memperhatikan asas efisiensi pajak dan sesui dengan 
teori efisiensi yaitu, dengan menetapkan pengorbanan yang sekecilnya dan 
capaian hasil yang maksimal.  
Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dari itu Direktorat Jenderal 
Pajak menerbitkan SE-18/PJ.22/2006 tentang key performance indicator yang 
memuat perhitungan efisiensi pemeriksaan pajak. Efisiensi pemeriksaan pajak 
dingunakan untuk mengukur kinerja pemeriksa pajak dalam menyelesaikan 
pemeriksaan dalam suatu periode tertentu yang artinya seberapa banyak jumlah 
LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang berhasil diselesaikan pemeriksa. Efisiensi 
pemeriksaan pajak dihitung dengan membandingkan jumlah laporan pemeriksaan 
selesai dengan jumlah pemeriksa pajak yang tertera dalam rumus sebagai berikut:  
                      
                                  
                
 
 Untuk mengukur keberhasilan efisiensi pemeriksaan pajak, Direktorat 
Jenderal Pajak menetapkan standar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang harus 





09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015 . Berikut 
adalah tabel standar penyelesaian LHP : 
Tabel. 1 Standar Penyelesaian LHP 
No UP2 Standar Penyelesaian 
(LHP Konversi) 
(1) (2) (3) 
1 a. Kantor Pusat DJP 




2 a. KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta 
khusus 
b. Seluruh KPP Madya 
5,02 LHP 
3 KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Papua 
dan Maluku 
6,28 LHP 
4 KPP Pratama selain KPP Pratama di 
lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku 
7,54 LHP 
Sumber: Surat Edaran No 09/PJ/2015 
Berdasarkan tabel tersebut LHP konversi adalah jumlah LHP yang 
dihasilkan berdasarkan pendekatan konversi satu tahun dimana penetapan standar 
tersebut Direktorat Jenderal Pajak didasarkan dengan memperhatikan beban kerja, 
keadilan, dapat dicapai, dan terukur dalam setiap wilayah kerja. Sesuai  dengan 
tabel tersebut, standar penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pemeriksan) di KPP 
Madya  adalah sebesar 5,02 LHP setiap tahunnya yang artinya jika telah melewati 
standar 5,02 LHP Konversi, maka dapat dikatakan bahwa efisiensi pemeriksaan 
pajak di KPP Madya sudah efisien dan kinerja pemeriksa pajak sudah baik. 
4. Tax Coverage Ratio 
Tingkat pemungutan pajak dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah 
satunya dengan menghitung rasio untuk mengetahui seberapa besar tingkat 





penelitian ini akan dibahas mengenai rasio keberhasilan pemungutan pajak yang 
diukur menggunakan tax coverage ratio.  
Menurut Pandiangan (2002,19) menjelaskan bahwa  
Tax Coverage Ratio adalah perbandingan antara realisasi penerimaan 
pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini, 
coverage ratio dapat dilihat dari tiga sisi yang disesuaikan dengan 
penggunaanya yaitu: 
1. Ditinjau dari aspek penerimaan pajak, coverage ratio adalah 
perbandingan antara jumlah pajak yang diterima (telah direalisir) 
terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan undang-undang 
perpajakan 
2. Ditinjau dari aspek wajib pajak, coverage ratio diartikan sebagai 
jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak 
potensial menurut undang-undang perpajakan.  
3. Ditinjau dari aspek objek pajak, coverage ratio adalah objek yang 
sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani 
pajak.  
 
Dalam penelitian ini perhitungan tax coverage ratio  hanya ditinjau dari 
aspek penerimaan pajaknya saja sebagai indikator untuk menilai tingkat 
keberhasilan pemungutan pajak. Adapun rumus untuk menghitung tax coverage 
ratio adalah  
                   
                         
              
         
Direktorat Pajak menilai bahwa tax coverage ratio Indonesia saat ini 
hanya 50% dari angka maksimal yaitu sebesar 70%, padahal perkonomian 
Indonesia semakin melebar dan berkembang (Gumiwang, 2014), sehingga dapat 





kinerja penerimaan perpajakan dan jika sudah mencapai 100% ataupun lebih 
maka dapat dikatakan pemungutan pajak sudah berhasil. 
5. Kerangka Berpikir  
Kerangka berpikir merupakan bagian yang penting karena pada bagian 
ini berisi alur berpikir peneliti atau logika peneliti yang dibangun berdasarkan 
teori-teori yang sudah ada. Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan, maka 
dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Gambar. 2 Kerangka Berpikir 
Sumber: data diolah, 2014
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